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7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai

Gugat antara :

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada SRI RAHMAIDA, SH,
Advokat yang berkantor di Grya Payaroba Blok LL No.
02 Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota
Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni
2020, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor
XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan
pada hari kamis tanggal 31 maret 2011, yang tercatat oleh Kantor Urusan
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Agama (KUA) Kecamatan Brandan Barat sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: XX/24/1/2011;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tinggal
bersama dirumah kontrakkan dialamat penggugat dan tergugat tersebut
diatas;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikarunia 1
(satu) orang anak yang bernama :

- XXXX, perempuan 8 (delapan) tahun;

4, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga, disebabkan tergugat kurang memenuhi kebutuhan uang
belanja rumah tangga Penggugat dengan tergugat, Tergugat seringkali
marah dan kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu

rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar
Tergugat lebih menghargai Penggugat dan merubah sikapnya menjadi lebih
bijaksana sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,namun
tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadidan ketika
pertengkaran terjadi tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada

penggugat dan memukul diri penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat
yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tahun 2014 Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan penggugat
dari rumah kontrakkan bersama, dan Penggugat tinggal dialamat tersebut
diatas,sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya
sampai sekarang, namun demikian penggugat dan tergugat belum pernah

bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
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tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan,namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu
mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah
tidak ada harapan untuk rukun kembali makadalam keadaan demikian ini
sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo.Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.Kompilasi
Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku

dan dibenarkan adanya perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
ketua Pengadilan Agama Stabat, untuk berkenan menerima dan
mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan

sebagai berikut :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXX) terhadap
penggugat (XXXX);

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain,
memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);
Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh
kuasanya bernama SRI RAHMAIDA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat
Nomor W2-A16/XX/Hk.05/V1/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Tergugat tidak
datang ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
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gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/24/1/2011 tanggal 31 Maret
2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ibu
kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2011
di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi
sejak tahun 2012. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja
terjadi perselisihan dan per-tengkaran;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran karena masalah ekonomi.
Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan Tergugat selalu marah dan
berkata kasar kepada Peng-gugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar. Saksi emndengar suara ribut dan gaduh dan

saling marah serta jawab menjawab, tapi saksi tidak mendengar
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dengan jelas apa yang mereka ucapkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak
tahun 2014 karena Tergugat pergi meningalkan Penggugat. Tergugat
tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak memper-
dulikan Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergu-gat, namun tidak berhasil;

2. XXX, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
rumah orang tua Peng-gugat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak
pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah
karena sering berteng-kar;
- Bahwa saksi selalu mendengar Penggugat dan Tergugat. Saksi
melihat Penggugat dan Tergugat saling marah dan jawab menjawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2012 dan
puncaknya tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi.
Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan baik.
Tergugat juga selalu mara-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Peng-gugat dan Tergugat,

tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di
persidangan menyatakan agar majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan
mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
yang diwakili oleh kuasanya bernama Sri Rahmaida, S.H. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/83/Hk.05/VI/2020 tanggal 23 Juni
2020 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil
telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4
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jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai
dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg ,oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Sri

Rahmaidah, SH. dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i:

4 - Y b ﬁ's — éb J:Ml! ,L\/:- Na §.> L;'_ ‘\.5;"} N
Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak

berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
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tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan
aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan
Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti
surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868
KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti yang menerangkan
Tergugat adalah suami dari Penggugat dan sebagai kepala keluarga untuk itu

patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat posita 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat posita 1 s/d 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan
selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau
hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 6 tahun;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun

kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 251;

aie | el Jle d 8l Lo o o 0 o )

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima
selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan
cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan,
walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah

untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal
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19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah
Rp516.000,00 (lima ratus ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 25 Zulkaidah 1441 Hijriyah. Oleh kami Dra. Emidayati sebagai
Ketua Majelis, dan Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzgiah Nasution,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Panitera Pengganti,

Ruzgiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran
Biaya Proses

Biaya Pnbp lainnya
Biaya Pemanggilan
Biaya Redaksi
Biaya Materai
Jumlah

30.000,00
50.000,00

20.000,00
400.000,00
10.000,00
6.000,00
516.000,00
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